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Konstitusi Belize (1981).
Konstitusi Benin (1990).
Konstitusi Bhutan (2008).
Konstitusi Bolivia (2009).
Konstitusi Bulgaria (1991).
Konstitusi Burundi (2005).
Konstitusi Cape Verde (1980).
Konstitusi Chad (1996).
Konstitusi Chile (1980).
Konstitusi Costa Rica (1949).
Konstitusi Dominika (1978).
Konstitusi Ekuador (2008).
Konstitusi Eritrea (1997).
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Konstitusi Ethopia (1994).
Konstitusi Federasi Rusia (1993).
Konstitusi Fiji (2013).

Konstitusi Gambia (1997).
Konstitusi Georgia (1995).
Konstitusi Ghana (1992).
Konstitusi Grenada (1973).
Konstitusi Guinea-Bissau’s (2010).
Konstitusi Guyana (1980).
Konstitusi Irak (2005).
Konstitusi Jepang (1946).
Konstitusi Jepang (1947).
Konstitusi Jerman (1949).
Konstitusi Kamboja (1993).
Konstitusi Kanada (1867).
Konstitusi Kenya (2010).
Konstitusi Kepulauan Marshall (1979).
Konstitusi Kepulauan Solomon (1978).
Konstitusi Kiribati (1979).
Konstitusi Korea Selatan (1949).
Konstitusi Kyrgyztan (1993).
Konstitusi Lesotho (1993).
Konstitusi Liberia (1986).
Konstitusi Luxemborg (1868).
Konstitusi Malawi (1994).
Konstitusi Malaysia (1957).
Konstitusi Malta (1964).
Konstitusi Mauritius (1958).
Konstitusi Mauritius (1968).
Konstitusi Meksiko (1919).
Konstitusi Mikronesia (1978).
Konstitusi Moldova (1994).
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Konstitusi Namibia (1990).

Konstitusi Nauru (1968).

Konstitusi Nigeria (1999).

Konstitusi Nigeria (2010).

Konstitusi Norwegia (1814).

Konstitusi Palau (1981).

Konstitusi Papua Nugini (1975).
Konstitusi Paraguay (1992).

Konstitusi Perancis (1958).

Konstitusi Polandia (1997).

Konstitusi Portugal (1978).

Konstitusi Republik Afrika Selatan (1996).
Konstitusi Republik Dominika (2015).
Konstitusi Rwanda (2003).

Konstitusi Saint Kitts and Nevis (1963).
Konstitusi Saint Lucia (1978).

Konstitusi Saint Vincent dan Grenadine (1979).

Konstitusi Samoa (1962).

Konstitusi Senegal (2001).
Konstitusi Serbia (2006).

Konstitusi Singapura (1963).
Konstitusi Somalia (2012).
Konstitusi Spanyol (1978).
Konstitusi Sri Lanka (1978).
Konstitusi Sudan (2005).

Konstitusi Sudan Selatan (2011).
Konstitusi Tajikistan (1994).
Konstitusi Tiongkok (China) (1982).
Konstitusi Trinidad and Tobago (1976).
Konstitusi Tuvalu (1986).

Konstitusi Uganda (1995).
Konstitusi Vanuatu (1980).
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Konstitusi Venezuela (1999).
Konstitusi Zambia (1991).
Konstitusi Zimbabwe (2013).

. PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, MAHKAMAH
KONSTITUSI, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berita Republik Indonesia, Tahun I, Nomor 1 tanggal 16 Oktober 1945.
Berita Republik Indonesia, Tahun I, Nomor 2 tanggal 14 November 1945.
Berita Republik Indonesia, Tahun I, Nomor 2 tanggal 16 Oktober 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Nomor [1I/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar
Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik
Indonesia Seumur Hidup.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah Untuk
Mufakat Dalam Demokrasi Terpimpin Sebagai Pedoman Bagi
Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
VII/MPRS/1966 tentang “Gesuri” “Tavip” “The Fifth Freedom is
Our Weapon” dan “The Era of Confrontation” Sebagai Pedoman-
Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/panglima Tertinggi
Angkatan Bersenjata Republik  Indonesia/pemimpin  Besar
Revolusi/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-
lembaga Negara Tingkat Pusat Dan Daerah Pada Posisi Dan Fungsi
Yang Diatur Dalam Undang-undang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber
Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan
Perundangan Republik Indonesia, Persoalan | Sumber Tertib
Hukum Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Nomor XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/penunjukkan Wakil
Presiden Dan Tata-cara Pengangkatan Pejabat Presiden.

Ketetapan MPRS Nomor XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan
MPRS Nomor VIII/MPRS/1965 dan Tentang Pedoman/pelaksanaan
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Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/ perwakilan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Tahun

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

1968, Nomor XXXVII/MPRS/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Nomor
I/IMPR/1973  tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/1973 tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata-kerja
Lembaga Tertinggi Negara Dengan/atau Antar lembaga-lembaga
Tinggi Negara.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
X/MPR/1973 tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Kepada
Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam
Rangka Pengsuksesan Dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/1978 tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Kepada
Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam
Rangka Pengsuksesan Dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1983  tentang Peraturan  Tata  Tertib  Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/1983 tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Kepada
Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam
Rangka Penyuksesan Dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
IV/IMPR/1983 tentang Referendum.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1988 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/IMPR/1983  Tentang Peraturan Tata  Tertib  Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas Dan Wewenang Kepada
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Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Ketetapan

Presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam
Rangka Penyuksesan Dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1993 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/mpr/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dan
Ditambah Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor I/MPR/1988.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
I/MPR/1998 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/mpr/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dan
Ditambah Dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1/mpr/1988 Dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1993.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
V/IMPR/1998  tentang  Pencabutan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1998
Tentang Pemberian Tugas Dan Wewenang Khusus Kepada
presiden/mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Dalam rangka Penyuksesan Dan Pengamanan
Pembangunan Nasional Sebagai Pengamalan Pancasila.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
XHI/MPR/1998 Tentang Pembatasan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
VII/MPR/1998 tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
I/mpr/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali
Diubah Dan Ditambah Terakhir Dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
[1I/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan.

Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan
Nasional.

630 Universitas Kristen Indonesia



Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
V/MPR/2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/MPR/1999
Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Republik Indonesia Nomor
I/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan
Keanggotaan Komisi Konstitusi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 75, Tahun 1959.

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat
Istiadat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-1/2003 tentang Pengujian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003 tentang erkara
Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 072-073/PUU-11/2004, Pengujian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang
Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VI1/2009 tentang Pengujian
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 147/PUU-V11/2009
tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V111/2010 mengenai Pengujian UU
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012  tentang Pengujian
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar
1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 97/PUU-X1/2013 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XI1/2014 tentang Pengujian
Materiil dan Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap UndangUndang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020 tentang Pengujian
Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tentang Pengujian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI1/2024 tentang Pengujian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara
Republik Indonesia Serikat Mendjadi Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
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